PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK OBAT-OBATAN
YANG TIDAK MENCANTUMKAN

INFORMASI DAN/ATAU PETUNJUK PENGGUNAAN DALAM BAHASA INDONESIA DI KOTA
YOGYAKARTA.

UNIVERSITAS ELISABETH M SIBUEA, Ninik Darmini SH., M.Hum

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashshof, Burhan. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Rineka
Cipta.

Asshiddigie, Jimly,. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi
dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve.

Badrulzaman, Mariam Darus. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan Dalam
Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, PT. Citra
Aditya Bakti.

Djumana, Muhammad. 2008. Albitrase Penyelesaian Sengketa. Jakarta :
Kencana.

H.S., Salim .2002. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW., Jakarta : Sinar
Grafika.

J. Lexy Moleong, M.A. 1989. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung :
Remadja Karya.

Marlinda, Ida & PIONAS. 2006. “Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Obat”.
Jakarta: YLKI.

Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).
Yogyakarta : Liberty.

Miru, Ahmadi. 2011. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.

Miru & Sutarman Yudo, Ahmadi. 2011. Hukum Perlindungan Konsumen.
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir. 1982. Hukum Perikatan. Bandung : PT. Cita
Aditya Bakti.

.1992. Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahan
Perdagangan, Cetakan Pertama.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Nasution, Az. 1995. Konsumen Dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan
Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta : Pustaka
Sinar Harapan.



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK OBAT-OBATAN
YANG TIDAK MENCANTUMKAN

INFORMASI DAN/ATAU PETUNJUK PENGGUNAAN DALAM BAHASA INDONESIA DI KOTA
YOGYAKARTA.

UNIVERSITAS ELISABETH M SIBUEA, Ninik Darmini SH., M.Hum

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Qirom Syamsudin Meliala, A. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian
Beserta Perkembangannya. Yogyakarta : Liberty.

Remy Sjahdeini, Sutan. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang

Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank, Institut
Bankir Indonesia

Satrio,J. 1992. Hukum Perjanjian. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.

. 2001. Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Setiawan, R (a). 1987. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung : Bina
Cipta.

. (b). 1999. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung : Putra A.
Bardin.

Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Grasindo.
Soekamto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Ul-Press.

Sofie, Yusuf & Somi Awan. 2004. Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap
Berbagai Persoalan Mendasar BPSK. Jakarta : Piramedia.

Sri Wahyuni, Endang. 2003. Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitan
dengan Perlindungan Konsumen. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. (a). 1995. Aneka Perjanjian. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
. (b). 1990. Hukum Perjanjian. Jakarta : PT. Intermasa.

(c). 1985. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT.
Intermasa.

Sudaryatmo. 1990. Hukum dan Advokasi Konsumen. Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti.

Supramono, Gatot. 1996. Perbankan Dan Masalah Kredit. Jakarta:
Djambatan.

Sutedi, Andrian. 2008. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum
Perlindungan Konsumen, Bogor : Ghalia Indonesia.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. Hukum Tentang Perlindungan
Konsumen.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK OBAT-OBATAN
YANG TIDAK MENCANTUMKAN

INFORMASI DAN/ATAU PETUNJUK PENGGUNAAN DALAM BAHASA INDONESIA DI KOTA
YOGYAKARTA.

UNIVERSITAS ELISABETH M SIBUEA, Ninik Darmini SH., M.Hum

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (staatsblast Nomor 23 Tahun 1847)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 144 Tahun 1992, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917 Tahun 1993 Tentang Pedoman
Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan
Farmasi dan Alat Kesehatan. LN. No 138. TLN No. 3781.

Peraturan ~ Pemerintah  Tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. LN 103 Tahun 2001. TLN
No. 4126.

Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Peraturan Pembungkusan dan
Penandaan Obat Nomor 193/KAB/B.VII/71.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Nomor HK.00.05.1.3459 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Impor

C. SKRIPSI/TESIS
Anak Agung Ayu Indrawati, Perlindungan Hukum Konsumen dalam
Pelabelan Produk Pangan, 2011, Universitas Udayana

Jonathan Eliezer H G, Perlidungan Konsumen terhadap Peredaran
Produk Obat Kuat Impor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2011, Universitas
Indonesia.



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK OBAT-OBATAN

YANG TIDAK MENCANTUMKAN
INFORMASI DAN/ATAU PETUNJUK PENGGUNAAN DALAM BAHASA INDONESIA DI KOTA

YOGYAKARTA.
UNIVERSITAS ELISABETH M SIBUEA, Ninik Darmini SH., M.Hum

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

D. INTERNET

http://jogja.tribunnews.com/2014/10/22/ada-271-jenis-obat-tradisional-
tanpa-izin diakses tgl 19-02-2016

http://news.detik.com/berita/2950136/ribuan-obat-seks-dan-tradisional-
tanpa-izin-disita-bbpom-yogyakarta diakses 19-02-2016



http://jogja.tribunnews.com/2014/10/22/ada-271-jenis-obat-tradisional-tanpa-izin%20diakses%20tgl%2019-02-2016
http://jogja.tribunnews.com/2014/10/22/ada-271-jenis-obat-tradisional-tanpa-izin%20diakses%20tgl%2019-02-2016
http://news.detik.com/berita/2950136/ribuan-obat-seks-dan-tradisional-tanpa-izin-disita-bbpom-yogyakarta
http://news.detik.com/berita/2950136/ribuan-obat-seks-dan-tradisional-tanpa-izin-disita-bbpom-yogyakarta

